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Abstrak 

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur 
melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, 
yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait. Tujuan penelitian yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit, 
untuk mengetahui penyelesaian sengketa bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit, 
untuk mengetahui akibat hukumnya bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu Library Research (penelitian kepustakaan) dan Field Research 
(penelitian lapangan). Jenis penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah prosedur 
yang terdapat pada KUD “Harta” Langkat untuk melakukan perjanjian kredit yaitu dengan cara : 
mengajukan permohonan, memberikan keterangan objek jaminan, melakukan observasi objek jaminan, 
dan persetujuan terhadap objek jaminan. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit di 
KUD “Harta” Langkat menempuh beberapa cara yaitu litigasi dan non-litigasi, namun sesuai dengan 
prinsip koperasi terlebih dahulu diselesaikan dengan asas kekeluargaan, jika tidak terselesaikan maka 
diselesaikan melalui jalur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam perjanjian 
kredit di KUD “Harta” Langkat yaitu dengan cara memberikan surat peringatan dan jika tidak 
terpenuhinya kewajiban maka status keanggotaan dapat dihapuskan. 
Kata Kunci: Koperasi; Wanprestasi; Perjanjian; Kredit. 

Abstract 
In the process of granting credit, it is often the case that the creditor is detrimental when the debtor defaults, 
so we need a rule contained in a credit agreement that aims to provide certainty for the related parties. The 
research objectives to be achieved in this study are to determine the procedure for implementing credit 
agreements, to determine dispute resolution when a member of a cooperative defaults in a credit 
agreement, to find out the legal consequences if a member of a cooperative defaults in a credit agreement. 
The research method used is Library Research and Field Research. Juridical research type normative. The 
conclusion obtained is the procedure contained in KUD "Harta" Langkat to perform a credit agreement by 
way of : submitting an application, providing information on the object of the guarantee, observing the 
object of the collateral, and approving the object of the guarantee. Settlement of default disputes in credit 
arrangements at KUD "Harta" Langkat takes several ways, namely litigation and non-litigation, but in 
accordance with the cooperative principle, it must first be resolved by agreement, if not resolved, it will be 
resolved through legal channels. Legal consequences arising from default in credit arrangements at KUD 
"Harta" Langkat by giving a warning letter and if the obligations are not fulfilled then the status can be 
abolished. 
Keywords: Cooperative; Default; Agreement; Credit.  
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PENDAHULUAN 

Koperasi berasal dari kata co dan operation, yang mengandung arti kerja sama untuk 

mencapai tujuan (Arfinal, 1979). Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang 

dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan 

membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita 

oleh mereka. (Pratama dkk, 2020;Amar dkk, 2020). Dengan berkembangnya Koperasi Indonesia 

seperti yang telah terjadi, dimana hampir setiap kecamatan pelosok Tanah Air telah berdiri dengan 

kuat KUD (Koperasi Unit Desa), yang berkemampuan selain meningkatkan kesejahteraan hidup 

para anggota, juga telah berhasil menunjang pembangunan masyarakat desa sedemikian rupa, 

maka keberhasilan ini telah menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa kegiatan yang 

didasari kegotong-royongan yang telah berhasil menciptakan segala pembangunan tersebut, di 

samping kesadaran hidup bermasyarakat yang harus selalu berkembang dalam setiap jiwa orang-

orang yang melakukan usaha (sosialisme) (G. Kartasapoetra, 2001).  Koperasi mengandung dua 

unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Tujuan tersebut ialah tujuan ekonomi atau dengan 

kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, 

sedangkan unsur sosial lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dan hubungan anggota 

dengan pengurus (Andjar, 2005). Kerja sama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern 

sudah sangat berkembang, bukan saja dalam ragam kegiatannya, tetapi juga jangkauan luas 

hidupnya. (Utami dkk, 2019;Nugroho dkk, 2020). Kerja sama terjalin dalam sistem pembagian 

kerja yang rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan 

dan lain-lain di samping jaringan-antar lapangan ekonomi, antar kelompok, antar organisasi, antar 

daerah, bahkan dalam lingkup internasional (Parjimin, 1986).  

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa 

ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun (Sagiman, 1985). Asas koperasi adalah 

kekeluargaan dan kegotong-royongan, sedangkan dalam sendi dasar koperasi diantaranya 

dimasukkan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-

masing anggota, pembatasan bunga atas modal, mengembangkan kesejahteraan anggota, usaha 

dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka, dan swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai 

pencerminan daripada prinsip dasar (Mendrojogi, 2004).  

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Dalam garis 

besarnya jenis-jenis koperasi terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu (Buku Pelajaran Koperasi 

Tingkat Pertama, 1981) : 

1. Koperasi Konsumsi 

2. Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam). 

3. Koperasi Produksi 

4. Koperasi Serba Usaha 

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, 

pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu Unit Desa terdiri dari 

beberapa desa dalam satu Kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi (Arfinal, 

1979). 

KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan 

melaksanakan fungsi (Arfinal, 1979) : 

1. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal 

kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya. 

2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, 

sarana produksi untuk keperluan industri/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran 

barang-barang keperluan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya. 
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3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dan sebagainya dari para anggota KUD dan 

warga desa umumnya. 

4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya. 

5. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan 

kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota 

sendiri. 

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, “credere” yang berarti kepercayaan. 

Istilah credere ini merupakan kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam 

konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan 

yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu 

meminjamkan uang kepada masyarakat (Arus, 2012). Dalam proses pemberian kredit, sering 

terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga 

diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang 

dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-

pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi 

kewajibannya (Gatot, 1996). (Tarigan dkk, 2021; Nasution dkk, 2021). 

Perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual-

beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan 

tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan 

yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan 

apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur (Gatot, 1996).  

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit diakibatkan karena 

debitur tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang tertera pada 

perjanjian kredit. (Pratama dkk, 2019;Lubis dkk,2019). Sehingga permasalahan yang diangkat dari 

penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kredit, bagaimana penyelesaian 

sengketa bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit, dan bagaimana akibat 

hukumnya bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit. (Izar dkk, 2020; Tarigan 

dkk, 2020). 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit, 

penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada 

Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat. (Isnaini dkk, 2020;Marbun dkk, 2020). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah 

penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen 

karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau 

bahan-bahan hukum yang lain (Bambang, 1996).  

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskiptif analisis dari data 

Koperasi Unit Desa dan hasil wawancara. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan terjun 

langsung ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang telah ada. 

Sumber data diperoleh langsung berdasarkan hasil penelitian di lapangan, wawancara, 

KUHPerdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), Peraturan Perundang-undangan, Undang-

Undang Dasar 1945, buku-buku ilmu hukum, dan jurnal hukum. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif (Lexy, 2010) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk atau tindakan PDAM Tirtanadi dalam Memenuhi Kewajibannya sebagai Pelaku 

Usaha sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

Dalam kegiatan usaha, pemberian kredit harus menggunakan perjanjian agar mengikat 

kedua belah pihak dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan apa saja yang boleh dilakukan dan 

apa saja yang tidak boleh dilakukan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua 

pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal (Johannes, 2004). Dengan adanya perjanjian ini 

sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terlaksana dengan adil. Perjanjian kredit ialah 

perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang, perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil 

pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum 

antar keduanya (Mariam, 1991). 

Perjanjian kredit dapat dilihat dari 2 (dua) segi pandang sebagai berikut (Munir, 2017) : 

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis. 

2. Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah 

terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang 

membuatnya, layaknya mengikatnya suatu Undang-Undang (Subekti, 2010). 

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja, akan  tetapi tidak boleh bertentangan 

dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan dalam membuat perjanjian para pihak 

harus memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Rini, 2012). 

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, perlu 

dipenuhi 4 (empat) syarat : 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu pokok persoalan tertentu. 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dalam 

pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum 

perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas 

Konsensualisme, Asas Kebebasan, Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (pacta sunt 

servanda), Asas Itikad Baik (good faith), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan 

Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan 

dan Asas Perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam 

menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari (Subekti, 2010). 

Mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian kredit pada KUD “Harta” Langkat, melalui 

beberapa tahap, yang pertama para nasabah mengajukan permohonan jumlah pinjaman, yang 

kedua nasabah memberikan jaminan dan keterangan terkait jaminan tersebut, yang ketiga pihak 

koperasi akan melakukan peninjauan terhadap objek jaminan, dan yang terakhir pihak koperasi 

memberikan persetujuan pinjaman terhadap nasabah tersebut (Risawiyati, 2021). 

Dengan adanya prosedur untuk melakukan perjanjian kredit, maka pihak tersebut telah 

menjalin hubungan hukum yang dimana kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya kepada 

pihak yang lain. Dalam hal mengajukan permohonan, debitur wajib memberitahukan kepada 

kreditur tujuan pinjamannya tersebut dan harus ada barang jaminan guna menanggung dan 

menjamin debitur untuk berbuat sesuatu dengan tidak mengurangi bayar ganti rugi, karena 
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apabila tidak ada jaminan maka debitur akan semena-mena dalam pengembalian kredit 

(Risawiyati, 2021). 

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan 

keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang 

diperjanjikan (Hartono, 1986).  

Hak Tanggungan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan/bersangkutan. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan 

sebagaaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu : 

1. Hak Milik. 

2. Hak Guna Usaha. 

3. Hak Guna Bangunan. 

Bagian yang bersangkutan akan terbebas dari Hak Tanggungan yang semula membebaninya 

dan Hak Tanggungan tersebut selanjutnya hanya membebani sisa objeknya untuk menjamin sisa 

hutang yang belum dilunasi, pengecualian ini disebut Roya Partial (Harsono, 2005). 

Yang menjadi elemen-elemen yuridis dari suatu kredit adalah (Munir, 2017) : 

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur, yang disebut perjanjian kredit 

2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur. 

3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang. 

4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang. 

5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit  

Dalam hal ini, Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan bunga sebesar 30% pertahun secara 

plat dan setiap keterlambatan angsuran dikenakan tambah denda bunga sebesar 3% perbulan dari 

pokok angsuran setiap bulannya (Data Resmi KUD “Harta” Langkat). 

 

Penyelesaian Sengketa bila Anggota Koperasi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada 

Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat 

Prinsip koperasi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 

Ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”, 

namun dalam pelaksanaan perjanjian tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa.  

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran 

terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian. Sengketa terjadi karena ada 

pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 

secara Litigasi (di pengadilan) dan Non-litigasi (di luar pengadilan) yaitu konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase sebagaimana di atur dalam UU No. 3 Tahun 1999. 

1. Konsultasi 

Suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan pihak 

konsultan. 

2. Negosiasi 

Penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas 

dasar kerja sama yang lebih harmonis. 

3. Mediasi  

Penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan 

dibantu oleh mediator. 
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4. Konsiliasi 

Penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk 

mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak. 

5. Penilaian Ahli 

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. 

6. Arbitrase 

Penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian 

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

Dalam suatu perjanjian/perikatan tidak terlepas dari yang namanya prestasi dan wanprestasi, 

dimana keduanya merupakan hal yang berkaitan antara satu sama lain dan di dalam 

perjanjian/perikatan di atur mengenai sebab-sebab terjadinya prestasi dan wanprestasi tersebut 

(Subekti, 2004). 

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan 

prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur 

selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta 

kekayaanya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur (Abdulkadir, 1990) 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim, 2008). Penyebab 

terjadinya wanprestasi di Koperasi Unit Desa (KUD) Harta, Langkat ialah dimana debitur tidak 

dapat membayarkan cicilan bulanan yang telah disepakati sesuai dengan masa jatuh tempo yang 

ditentukan dan dapat menghambat perkembangan sektor jasa keuangan (Risawiyati, 2021). 

Untuk kepentingan KUD “Harta” Langkat dengan anggotanya, sebagai suatu badan hukum 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1995, akan timbul surat pengakuan hutang (hoofdelijk), menyatakan dengan sesungguhnya 

debitur mengaku berhutang kepada Unit Simpan Pinjam KUD Harta, kemudian menyerahkan 

barang jaminan/agunan dengan kuasa penuh kepada KUD Harta untuk menjual sebagian atau 

seluruhnya guna pelunasan kredit yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang dan 

membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan  

(APHT) dengan biaya dari debitur (Data Resmi KUD “Harta” Langkat). 

Sesuai dengan Pasal 224 HIR/258 RBg ada 2 (dua) macam grosse yang mempunyai kekuatan 

eksekutorial, yaitu : 

1. Grosse Akta Pengakuan Hutang 

Isi Grosse Akta Pengakuan Hutang, yaitu : 

a. Pengakuan hutang sepihak oleh debitur. 

b. Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. 

c. Dalam jangka waktu tertentu. 

d. Tempat pembayaran. 

e. Opeisbaarheid (dapat ditagih). 

2. Grosse Sita Hipotik 

Pada prakteknya masih banyak permasalahan yang menghambat jalannya eksekusi grosse akta 

pengakuan hutang meskipun sudah memenuhi syarat formil namun ditolak oleh pengadilan yang 

berwenang karena : 

1. Isinya tidak merupakan pengakuan hutang sepihak. 

2. Jumlahnya tidak pasti karena dalam akta pengakuan hutang tersebut ditentukan bunga 

dan/atau denda. 

3. Berdasarkan keberatan secara tertulis dari debitur terhadap eksekusi grosse akta. 
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Mengenai penyelesaian sengketa bila anggota koperasi wanpretasi dalam perjanjian kredit 

di KUD “Harta” Langkat yaitu dengan menempuh langkah-langkah berikut (Risawiyati, 2021) : 

a. Pemberitahuan 

Dalam hal terjadinya penunggakan pembayaran maka pihak KUD Harta mengirimkan surat 

pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan yang menyatakan telah jatuh tempo untuk 

pembayaran angsuran. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajibannya dalam 

jangka waktu yang ditentukan. 

b. Peringatan  

Apabila pihak yang bersangkutan tetap belum memenuhi kewajibannya, maka pihak koperasi 

memberikan surat peringatan yang dilakukan sebanyak 3 kali. 

c. Jalur Hukum 

Apabila sudah diperingatkan 3 kali dan tidak ada tanggapan, maka pihak koperasi akan 

menempuh jalur hukum. 

Namun dalam prakteknya, belum ada sampai menempuh jalur hukum, karena para pihak lebih 

mengutamakan menempuh jalur penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu dengan 

musyawarah/negosiasi (Risawiyati, 2021). 

Akibat Hukum bila Anggota Koperasi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Koperasi 

Unit Desa “Harta” Langkat 

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa (Ahmadi, 

2008) : 

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 

diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 

melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” 

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang 

dilakukan oleh subjek hukum. Dengan adanya suatu perjanjian baik itu perjanjian kredit, pasti 

ditemukan adanya akibat hukum di dalam perjanjian tersebut dari pihak kreditur maupun debitur. 

Dalam perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat untuk ditaati dan memiliki akibat hukum 

bagi para pihak yang mengikatkan diri didalamnya. Akibat hukum bagi pihak yang telah 

melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, yaitu : 

1. Ganti rugi.  

2. Apabila perikatan tersebut timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat 

dibatalkan perikatannya melalui hakim.  

3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi 

wanprestasi. 

4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai 

pembayaran ganti kerugian.  

5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperlukan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur 

dinyatakan bersalah. 

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, kreditur dapat menuntut terhadap debitur yang lalai 

untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, 

rugi, atau bunga (Subekti, 1976). 
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Wujud dari akibat hukum dapat berupa : 

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. 

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek 

hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban 

pihak yang lain. 

3. Lahirnya sanksi apabila tindakan hukum yang dilawan. (Soeroso, 2011) 

Kreditur dapat menuntut terhadap debitur yang lalai untuk memenuhi perjanjian atau 

menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi, atau bunga (Subekti, 1976). 

Mengenai akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian kredit di KUD “Harta” Langkat 

yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu kreditur berhak menjual objek agunan/jaminan, 

dengan cara kreditur memberikan surat peringatan kepada debitur terlebih dahulu, dan jika tidak 

terlaksananya kewajiban debitur maka pihak kreditur berhak mengeluarkan debitur dari 

keanggotaan koperasi tersebut. Tetapi ada debitur yang akan diberikan keringanan terlebih 

dahulu, artinya jika debitur ini masih berkenan menurut kreditur dan ada juga yang dimintai 

denda. Dalam RAT diatur ketentuan kepada debitur yang melakukan wanprestasi terhadap 

perjanjian yang telah disepakati bersama. Ketentuan tersebut ialah (Risawiyati, 2021) : 

1. Dikeluarkan dari keanggotaan KUD Harta. 

Seperti yang dialami oleh Sugiarto dinyatakan lalai dalam pemenuhan prestasinya yaitu 

terlambat dalam pembayaran pinjaman sehingga objek jaminan yang bersangkutan menjadi 

hak koperasi. 

2. Dikeluarkan dari keanggotaan koperasi bagi peminjam yang menunggak angsuran berturut-

turut. 

Bagi anggota koperasi yang melakukan perjanjian kredit namun tidak membayar angsuran 

akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KUD Harta. 

3. Sanksi administratif. 

Karena wanprestasi mempunyai akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih 

dahulu apakah debitur melakukan prestasi atau tidak, dan kalau itu disangkal olehnya harus 

dibuktikan di muka hakim. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian itu batal 

demi hukum. Terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan antara kedua belah pihak, 

kembali lagi kepada isi dari kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati, dan biasanya akibat 

hukum yang timbul diselesaikan dengan cara asas kekeluargaan sesuai dengan prinsip 

koperasi. (Risawiyati, 2021) 

SIMPULAN 

Mengenai tentang prosedur yang terdapat pada KUD “Harta” Langkat untuk melakukan 

perjanjian kredit yaitu dengan cara : mengajukan permohonan, memberikan keterangan objek 

jaminan, melakukan observasi objek jaminan, persetujuan terhadap objek jaminan. Penyelesaian 

sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit di KUD “Harta” Langkat menempuh beberapa cara 

yaitu litigasi dan non-litigasi, namun sesuai dengan prinsip koperasi terlebih dahulu diselesaikan 

dengan asas kekeluargaan, jika tidak terselesaikan maka diselesaikan melalui jalur hukum. Unsur 

yang terdapat pada wanprestasi perjanjian kredit adalah tidak terpenuhinya prestasi. Akibat 

hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam perjanjian kredit di KUD “Harta” Langkat yaitu 

dengan cara memberikan surat peringatan dan jika tidak terpenuhinya kewajiban maka status 

keanggotaan dapat dihapuskan. 
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